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RINGKASAN

Model kelompok usaha bersama dalam program pengentasan kemiskinan sangat penting untuk dikaji. Mengingat sudah banyak upaya yang dilakukan sebelum ini dalam berbagai bentuk program pemberdayaan kelompok usaha masyarakat miskin, namun masih belum banyak memberikan hasil. Padahal dari hasil studi yang merujuk pada pentingnya peranan kelompok dalam pemberdayaan hampir seluruhnya merujuk bahwa kelompok merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan sarana untuk mempercepat terjadinya proses pemberdayaan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Namun  tingkat kemiskinan masih tetap tinggi. Penduduk miskin Indonesia pada tahun 2007 - 2008 tercatat 15,54 % dari total penduduk Indonesia (BPS,2008). Menurut Bank Dunia (2004) di Negara sedang berkembang dan di Indonesia menurut Daly and Fane(2002:309) salah satu penyebabnya adalah tidak tepatnya dalam menyusun target group. Padahal untuk mengentaskan kemiskinan pemerintah telah mengeluarkan dana yang cukup besar, dari Rp 18 triliun tahun 2004 telah meningkat menjadi Rp 66,2 Triliun tahun 2009 (BPS,2009). 

Berdasarkan hal tersebut  dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dilakukan kajian tentang program-program kemiskinan yang menggunakan model kelompok sebagai media sasaran dan alat pencapaian tujuan, dengan  tujuan untuk  mengetahui dan menentukan model Kelompok Usaha Bersama masyarakat miskin yang tepat dalam  Program pengentasan kemiskinan. Pengkajian ini dimulai dari bagaimana terjadinya proses pembentukan model kelompok usaha  bersama masyarakat miskin, dilanjutkan dengan mengetahui permasalahan dan intervensi program terhadap kelompok, dan terakhir dilanjutkan dengan  merekonstruksi model kelompok usaha  bersama, sehingga dapat diperoleh  pedoman model  Kelompok Usaha Bersama masyarakat miskin yang tepat dalam  Program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini akan dilakukan selama 3 tahun. 

 Pada Tahun I telah dilakukan kajian tentang proses terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam sebuah program pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat, yaitu pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan pada tahun 2007. Di Sumatera Barat program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial ini dilakukan  di 6  Kabupaten dengan total anggaran kemiskinan sebesar Rp. 6 Milyar. 
Untuk menganalisa bagaimana  proses pembentukan KUBE dalam implementasi, maka secara purposive dipilih Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar sebagai wilayah penelitian. Kabupaten Pasaman Barat menerima bantuan program pengentasan kemiskinan untuk  masyarakat miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif sebagai nelayan di wilayah pesisir, sedangkan  Kabupaten Tanah datar menerima bantuan untuk masyarakat miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif dibidang peternakan. Bantuan diberikan sebesar Rp 6 juta per anggota KUBE.
 Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 13 anggota  untuk 1 KUBE dengan total bantuan yang diterima sebesar Rp 78 juta per KUBE. Di kabupaten Pasaman Barat bantuan program diwujudkan dalam bentuk Kapal Boat untuk para nelayan miskin yang berada di pinggiran pantai, yaitu di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Kecamatan Air bangis. Bantuan Kapal Boat diberikan sebanyak 1 buah untuk 1 KUBE dengan anggaran sebesar Rp 78 juta per  KUBE, sedangkan di Kabupatan Tanah Datar bantuan program diberikan dalam bentuk ternak Kambing Cross-Boer, dimana setiap anggota mendapatkan  4 ekor kambing seharga Rp 6 juta per anggota KUBE atau total Rp 60 juta per KUBE.
Dengan menganalisa 23 KUBE dari 44 KUBE yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar, diperoleh gambaran tentang bagaimana proses terbentuknya KUBE dalam program pengentasan kemiskinan. Dalam  Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial,   pembentukan KUBE lebih  bersifat dadakan. Atau dengan kata lain KUBE dibentuk karena adanya program bantuan yang akan diterima (Top-down) dan bukan berdasarkan keinginan masyarakat untuk membentuk KUBE.   Sebanyak 94,4 % anggota KUBE menyatakan bahwa KUBE  belum ada sebelum adanya program bantuan. 
Proses pembentukan KUBE dimulai dari informasi Satker Dinas Sosial untuk segera membentuk KUBE masyarakat miskin sehubungan dengan  adanya program  bantuan yang akan diterima kepada Wali Nagari dan Jorong pada desa-desa yang telah diidentifikasi oleh dinas sebagai desa yang termasuk kantong kemiskinan.  Sebanyak 89,5 % anggota KUBE menyatakan bahwa proses pembentukan KUBE hanya membutuhkan waktu 1 hari, karena tenggang waktu yang diberikan untuk membentuk KUBE hanya  2 hari. Masyarakat yang menjadi anggota KUBE dibentuk berdasarkan kebijakan dari Wali Nagari dan Jorong setempat, walaupun tanpa adanya sosialisasi dari dinas tentang program dan bentuk bantuan apa yang akan diberikan oleh pemerintah. Satker hanya menekankan bahwa anggota KUBE adalah masyarakat yang tergolong sebagai fakir  miskin.
Tenggang waktu yang sempit berdampak pada cara pengambilan masyarakat miskin sebagai anggota KUBE. Hal ini terlihat dari adanya anggota KUBE yang hanya terdiri dari sanak famili  atau kerabat  dekat dengan Jorong dan bahkan sebesar 4,1 % ada anggota KUBE tidak saling kenal dan tidak mengetahui bahwa mereka termasuk sebagai anggota KUBE. Hal ini terjadi karena Jorong dan Wali Nagari dikejar waktu yang sempit sehingga terdapat nama yang diajukan  berdasarkan data sekunder yang ada di tingkat pemerintahan nagari, sehingga ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka tergabung sebagai anggota KUBE. Bahkan keadaan tersebut berlanjut sampai program bantuan  datang, mereka tidak tahu sama sekali bahwa mereka termasuk dalam anggota KUBE yang juga berhak menikmati bantuan program.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan KUBE lebih banyak bersifat dadakan, KUBE terbentuk bukan berdasarkan keinginan masyarakat dan banyak KUBE bukan merupakan kristalisasi  dari kelompok-kelompok yang sudah ada dalam masyarakat. Dengan kata lain pembentukan KUBE umumnya masih bersifat Top-down dan bukan bottom-up. Terbentuknya KUBE belum melalui proses sosialisasi dari Dinas terkait tetapi umumnya hanya diserahkan sepenuhnya pada Jorong untuk merekrut masyarakat sebagai anggota KUBE dengan tenggang waktu yang sangat sempit (2 hari). Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan KUBE lebih bersifat pemaksaan. Bila diamati lebih jauh dalam jenis bantuan yang diterima, 74,7 % persen anggota KUBE menyatakan bahwa bantuan yang diterima tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat diharuskan menerima bantuan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka kajian ini perlu dilanjutkan untuk menganalisa bagaimana keberdayaan KUBE dalam mensukseskan sebuah program dengan latar belakang pembentukan KUBE yang beragam. Karena eksisnya (Berdaya atau Tidak Berdaya)  sebuah KUBE dalam menjalankan sebuah program sangat didukung oleh latar belakang terbentuknya dalam menjalankan sebuah kegiatan / program. Hal ini didukung pula dengan tantangan KUBE dimana jenis bantuan yang diberikan pada KUBE telah ditetapkan bentuknya sebelum KUBE dibentuk, dan umumnya tidak sesuai dengan kebutuhan  masyarakat. Berdasarkan hal tersebut  perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang bagaimana permasalahan KUBE dalam implementasi program berdasarkan proses pembentukan KUBE. Sehingga dari proses pembentukan KUBE dan permasalahan KUBE dalam implementasinya, dapat diperoleh rekonstruksi pemodelan KUBE yang tepat dalam program pengentasan kemiskinan.
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